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PUTUSAN
Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm

= —taET b1 .
e
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah
menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Padangsidempuan, 06 Juni 1988,
umur 31 tahun, NIK 2171024606880003, agama Islam,
pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, Warga
Negara Indonesia, Golongan darah O, tempat tinggal di
Kota Batam, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Sirube-rube, 14 Juni 1982, umur 34
tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan
Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, tempat tinggal di

Kabupaten Simalungun, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;
DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18
April 2019 telah mengajukan gugatan cerai, yang didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor
XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm. tanggal 18 April 2019 dengan dalil-dalil sebagai
berikut :
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1. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2018 Penggugat dengan Tergugat
telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Kantor Urusan
Agama Kecamatan Dolok Padamean, Kabupaten Simalungun sesuai
dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/08/VIII/2018, tanggal 28
Agustus 2018;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun
sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik namun belum
dikaruniai anak dan keduanya bertempat tinggal bersama di Huta 1
Sirube-rube, Nagori Sirube-rube, Kecamatan Dolok Pardamean,
Kabupaten Simalungun;

3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tanggal 01 September 2018
kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan
terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit
diatasi;

4. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut
karena Tergugat tidak pengertian dengan kebutuhan-kebutuhan rumah
tangga sehingga dari awal menikah Tergugat belum pernah memberikan
nafkah kepada Penggugat;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat
semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Oktober 2018, akibat
dari perselisihan dan pertengkaran tersebut akhirnya Penggugat dan
Tergugat pisah rumah dan pisah ranjang, sejak itu Penggugat ke Batam
untuk bekerja guna memenuhi kebutuhan Penggugat sehari-hari;

6. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan
cara bermusyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik
tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa
rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan
lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang
berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup
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rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan
Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon
kepada Majelis hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi
sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ( Tergugat ) terhadap
Penggugat ( Penggugat );

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Subsidair:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah
datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang
menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk
menghadap sebagai wakil’/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil
secara resmi dan patut yang relaas penggilannya dibacakan di dalam
sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan
oleh sutu halangan yang sabh;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir
untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena
Penggugat tetap pada dalil-dalii gugatannya untuk bercerai dengan
Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak
pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan
patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan

Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;
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Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugap telah
mengajukan alat-alat bukti berupa:
A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 2171024606880003, atas
nama Penggugat, tanggal 05 September 2018, yang dikeluarkan
oleh Pemerintah Kota Batam, telah bermaterai cukup dan cocok
dengan aslinya, bukti P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/08/VIII/2018, tanggal 28
Agustus 2018, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan
oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolok Padamean, Kabupaten
Simalungun, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.2;

A. Saksi:

1. Saksi | Penggugat, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA,
pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kampung Nanas, RT.04, RW.09
No.102, Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota, Kota
Batam, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai
berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi
adalah kakak ipar Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah
pada tanggal 28 Agustus 2018 di Kecamatan Dolok Padamean,
Kabupaten Simalungun;

- Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat tinggal di Dolok
Padamean, kemuadian Penggugat pindah ke Kota Batam;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada
mulanya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober tahun
2018, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan
dan pertengkaran;
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- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat
adalah disebabkan masalah ekonomi Tergugat tidak pernah
memberikan nafkah kepada Penggugat,;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran
antara Penggugat dengan Tergugat, saksi tahu hanya dari
keterangan dari Penggugat;

- Bahwa keluarga dan saksi pernah menasehati Penggugat akan
tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan
Tergugat

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak
bulan Oktoberber tahun 2018 yang lalu sampai sekarang;

2. Saksi Il Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA,
pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Nanas, RT.04,
RW.09, No0.102, Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota,
Kota Batam, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai
berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
adalah saudara sepupu Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah
pada tanggal 28 Agustus 2018 di Kecamatan Dolok Padamean,
Kabupaten Simalungun;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di
Dolok Padamean beberapa bulan, kemudian Penggugat pindah
ke Kota Batam;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya
rukun dan damai hanya beberpa bulan saja, kemuadian mereka
terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara
Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui adalah masalah
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ekonomi karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir
kepada Penggugat

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak
bulan Oktober 2018 yang lalu sampai sekarang;

- Bahwa selama pisah mereka sudah tidak saling memperdulikan
satu sama lainnya;

- Bahwa keluarga dan saksi sudah pernah mendamaikan dengan
menasehati Penggugat agar rukun kembali dalam rumah tangga
akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya
secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon
segera diputuskan dengan seadil-adilnya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang
termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat
sebagaimana terurai di atas;
Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan
Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara remsi dan patut, atas
panggilan tersebut Penggugat datang menghadap ke muka Sidang;
Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara
resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula
ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;
Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan
patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan
gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;
Menimbang bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini
dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);
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Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg.
yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan
sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis
membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalikan bahwa pada awalnya
rummah tangganya berjalan dengan harmonis, namun sejak tanggal 01
September 2018 sudah tidak rukun dan harmonis, disebabkan Tergugat
tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, dan puncaknya

pada bulan Oktober 2018, pisah rumah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya
Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang
merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan
aslinya, isi bukti tersebut mejelaskan mengenai alamat/tempat tinggal
Penggugat di Kota Batam, bukti tersebut membuktikan bahwa perkara
tersebut merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Batam,
sehingga gugatan Penggugat dapat diterima dan diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang
merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan
aslinya bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan antara
Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi
syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan hukum pembuktian
yang sempura dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah
disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam
Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat tersebut adalah
fakta yang dilihat dan diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang
harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut
telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diaur dalam Pasal 308
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R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian

dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah
disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam
Pasal 172 ayat 1 anggka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat adalah fakta
yang dilihat dan diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang
harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut
telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308
R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian
dan dapat diterima sebagi alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat
bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu
keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309
R. Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, saksi 1 dan saksi 2
terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri sejak
tanggal 28 Agustus 2018, yang tercatat di KUA Kecamatan Dolok
Padamean, Kabupaten Simalungun, dan dalam pernikahan mereka
belum dikaruni anak;

2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan
harmonis, namun sejak bulan September 2018 mereka sering
terjadi perselisihan dan Pertengkaran dan puncaknya pada bulan
Oktober 2018 yang lalu sampai sekarang;

3. Bahwa antara Pengugat dangan Tergugat sudah pisah rumah, karena
pada Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat
disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :
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1. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah
karena terbukti adanya pertengkaran antara Penggugat dengan
Tergugat;

2. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat
dapat ditafsirkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang
sifatnya terus menerus yang tidak mungkin lagi diharapkan akan dapat
hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah
memenuhi norma hukum Islam dalam:

1. Pandangan ahli hukum yang tercantum dalam Kitab Ghayatul Marom
yang diambil alih menjadi pendapat Majelis yang berbunyi :

wwolall ade sllas lg=g) nle azgll ans, pac aisil 15
Artinya : Di saat isteri telah memuncak kebenciannya kepada suami,
maka Hakim )berwenang( menjatuhkan talaknya suami.

2. Kaidah fighiyah yang berbunyi:

dlooll > o ol auwlaalls o
Artinya : Menolak kemudaratan lebih utama daripada mengambil manfaat.
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah juga
memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun

1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis

Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah

terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan

Tergugat telah dipandang sampai pada kondisi pecah (broken marriage)

serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan

hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan

dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan

Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak

mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan
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dan pertengkaran a quo, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit
untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk
keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah
(vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk
bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh
karena itu sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009, oleh karenanya gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk
dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
tersebut di atas, maka putitum gugatan Penggugat angka 2 dapat
dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada
Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo termasuk dalam bidang
perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7
Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan
dan hukum Islam yangberkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap dipersidangan tidak hadir;
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2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap
Penggugat (Penggugat);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis yang
dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2019 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 20 Syawal 1440 Hijriah oleh Kami Drs. Syafii, M.H
sebagai Ketua Majelis, Dra Hj. Ristinah, H.M.Nun. dan Drs. Ahd. Syarwani
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan
didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Dewi Oktavia,
S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat
tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,
Dra Hj. Ristinah, H.M. Nun Drs. Syafi'i, M.H
Hakim Anggota,

Drs. Ahd. Syarwani

Panitera Pengganti,

Dewi Oktavia, S.H., M.H
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Perincian biaya :
1. Pendaftaran Rp 30.000,00
2. Proses Rp 50.000,00
3. Panggilan Rp 325.000,00
4. PNBP Panggilan RP 20.000,00
4. Redaksi Rp  5.000,00
5. Meterai Rp _ 6.000,00
Jumlah Rp 441.000,00
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